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  ABSTRAK 

Penurunan kinerja sektor perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran menunjukkan adanya 

kesenjangan signifikan antara target kebijakan dan realisasi di lapangan, di mana produksi 

perikanan tangkap pada tahun 2021 hanya mencapai 57,16% dari target yang ditetapkan. Kondisi 

ini menimbulkan urgensi untuk menempatkan penurunan hasil tangkap bukan sekadar sebagai 

masalah teknis, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik yang bersifat sistemik. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah inti, akar penyebab, dan dampak penurunan hasil 

tangkap ikan melalui pendekatan analitis yang berfokus pada tahap identifikasi dan penstrukturan 

masalah kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Problem Tree 

Analysis yang dilengkapi teknik 5 Whys untuk menelusuri hubungan sebab-akibat secara 

hierarkis, dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kinerja pemerintah daerah dan 

literatur ilmiah nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya 

realisasi produksi perikanan tangkap merupakan keluaran dari interaksi kompleks antara 

keterbatasan teknologi dan armada nelayan kecil, lemahnya pengawasan perikanan, infrastruktur 

pendukung yang tidak memadai, serta asimetri prioritas anggaran daerah. Temuan ini 

menegaskan bahwa kegagalan kebijakan perikanan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor 

tunggal, melainkan oleh struktur masalah yang saling mengunci. Implikasi penelitian ini 

menekankan pentingnya reformulasi kebijakan berbasis bukti melalui penajaman identifikasi 

masalah sebagai dasar perbaikan tata kelola perikanan tangkap di tingkat daerah. 

Kata Kunci: Problem Tree Analysis; Analisis Kebijakan Publik; Program Perikanan 

Tangkap 

 

ABSTRACT 

The decline in the performance of the capture fisheries sector in Pangandaran Regency shows a 

significant gap between policy targets and actual results in the field, where capture fisheries 

production in 2021 only reached 57.16% of the set target. This condition creates an urgency to 

view the decline in catch not merely as a technical problem, but as a systemic public policy issue. 

This study aims to identify the core problems, root causes, and impacts of the decline in fish 

catches through an analytical approach that focuses on the stages of policy problem identification 

and structuring. The study uses a qualitative approach with the Problem Tree Analysis method, 

supplemented by the 5 Whys technique to trace hierarchical cause-and-effect relationships, 

utilizing secondary data in the form of local government performance documents and national 
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and international scientific literature. The results show that the low realization of capture 

fisheries production is the outcome of a complex interaction between technological limitations 

and small fishing fleets, weak fisheries supervision, inadequate supporting infrastructure, and 

asymmetrical regional budget priorities. These findings confirm that the failure of fisheries policy 

cannot be explained by a single factor, but rather by an interlocking structure of problems The 

implications of this study emphasize the importance of reformulating evidence-based policies by 

sharpening problem identification as the basis for improving capture fisheries governance at the 

local level. 

Keywords: Problem Tree Analysis; Public Policy Analysis; Capture Fisheries Program 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran menghadapi 

persoalan struktural berupa kesenjangan performansi (performance gap) yang tajam 

antara target perencanaan strategis dengan realitas empiris. Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 mengungkapkan bahwa realisasi produksi perikanan tangkap 

hanya mencapai 1.624,98 ton atau sekitar 57,16% dari target 2.843 ton, yang berimplikasi 

langsung pada rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB daerah sebesar 

2,01% (LKIP DKPKP Pangandaran, 2021). Ketimpangan antara potensi sumber daya 

dengan capaian kinerja ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak semata bersifat 

teknis operasional, melainkan berakar pada tata kelola dan struktur kebijakan publik yang 

belum efektif dalam melakukan transformasi sosial serta diversifikasi ekonomi yang 

inklusif (Latala et al., 2025). Dalam perspektif kebijakan, kondisi ini mencerminkan 

kegagalan pada tahap identifikasi masalah, di mana isu penurunan hasil tangkap belum 

dipahami secara sistemik sebagai irisan kompleks antara dimensi ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan. 

Analisis terhadap ketimpangan kinerja ini mengadopsi prinsip Evidence-Based 

Policy (EBP) yang menekankan penggunaan bukti empiris sistematis untuk 

meminimalkan risiko kegagalan kebijakan (Cairney & Oliver, 2017; Davies et al., 2000). 

Dalam konteks ini, data LKIP diposisikan sebagai bukti kinerja (performance evidence) 

objektif untuk memastikan identifikasi masalah didasarkan pada fakta lapangan, bukan 

asumsi politik (Head, 2016). Temuan tersebut menempatkan perikanan tangkap sebagai 

sistem sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh struktur kebijakan, di mana efektivitasnya 

bergantung pada komitmen instansi dalam menerapkan standar manajemen mutu demi 

menjamin kualitas pelayanan publik (Saharuddin, 2024). Meskipun idealnya berfungsi 

sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan (Lubchenco et al., 2020; Sungkawati, 2024), 

kegagalan produksi sering kali berakar pada keterbatasan akses nelayan kecil terhadap 

teknologi, infrastruktur, dan pasar yang adil, sehingga menciptakan kerentanan ekonomi 
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yang menghambat capaian pembangunan daerah (Prastica et al., 2024; Schuhbauer et al., 

2017). 

Di Kabupaten Pangandaran, dominasi armada kapal skala kecil dan lemahnya 

dukungan kebijakan afirmatif memperkuat pola ketergantungan nelayan pada wilayah 

pesisir yang terdegradasi, sehingga menurunkan produktivitas serta kesejahteraan 

masyarakat (Budiyanto et al., 2023; Nugraha et al., 2023). Kondisi dalam LKIP ini bukan 

sekadar anomali kinerja, melainkan manifestasi dari belum terintegrasinya prinsip 

ekonomi berkelanjutan ke dalam kebijakan daerah, yang menuntut penempatan isu 

penurunan hasil tangkap sebagai masalah kebijakan prioritas dalam agenda pemerintah. 

Pendekatan Evidence-Based Policy (EBP) memperkuat kerangka identifikasi masalah 

dari Anderson, (2011), di mana bukti empiris realisasi 57% menjadi pemicu bagi 

pengambil kebijakan untuk mengakui adanya kegagalan sistemik. Hal ini sejalan dengan 

hierarchy analysis dari Dunn, (2018) yang menekankan perlunya pemetaan hubungan 

sebab-akibat secara bertingkat untuk mengungkap struktur masalah dari tingkat 

permukaan hingga ke akar penyebabnya. 

Penurunan hasil tangkap ikan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai masalah 

kebijakan yang terbentuk dari interaksi kompleks antara kebijakan subsidi, kapasitas 

kelembagaan, infrastruktur, dan mekanisme pengawasan sumber daya. Integrasi 

konseptual antara Anderson, (2011) dan Dunn, (2018) digunakan sebagai kerangka 

analitis untuk memetakan kausalitas masalah secara sistemik tanpa mengaburkan fokus 

pada tahap identifikasi masalah publik. Untuk mengoperasionalkan tahap problem 

structuring tersebut, digunakan Problem Tree Analysis yang dikembangkan oleh Veselý, 

(2008) sebagai heuristic untuk memetakan hubungan sebab-akibat secara hierarkis antara 

masalah inti, penyebab, dan dampaknya. Pendekatan ini selaras dengan hierarchy 

analysis dari Dunn, (2018) yang memungkinkan struktur masalah kebijakan yang 

kompleks dan ambigu dipahami sebagai tatanan bertingkat, bukan sekadar hubungan 

linear tunggal. 

Secara praktis, problem tree membantu analis membedakan gejala, penyebab 

langsung, hingga akar masalah kebijakan. Penelitian ini melengkapi problem tree dengan 

teknik 5 Whys guna memperdalam penelusuran kausal pada setiap cabang penyebab 

melalui pengulangan pertanyaan "mengapa" (Ohno, 1988 dalam Card, 2017). Sejalan 

dengan kritik Card, (2017), instrumen ini digunakan secara reflektif untuk menangkap 

kompleksitas sistemik perikanan Pangandaran tanpa terjebak pada simplifikasi kausal. 

Upaya ini didukung oleh berbagai literatur terdahulu yang menyoroti bahwa rendahnya 

produktivitas dipicu oleh keterbatasan teknis armada dan infrastruktur (Budiyanto et al., 

2023; Nugraha et al., 2023), pentingnya subsidi teknologi (Eirill et al., 2023; Schuhbauer 

et al., 2017), serta urgensi efektivitas administrasi dan kompetensi aparatur penyuluhan 

(Mahabu, 2024). Selain itu, lemahnya sistem monitoring dan pengawasan turut 
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mempercepat praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan (Bartholomew et al., 

2018; Gilman et al., 2019). 

Meskipun memberikan kontribusi empiris yang penting, sebagian besar penelitian 

tersebut cenderung berdiri secara sektoral dan menempatkan permasalahan perikanan 

sebagai isu teknis atau manajerial, tanpa mengurai bagaimana berbagai faktor tersebut 

saling berinteraksi dalam struktur masalah kebijakan publik. Dengan merujuk pada 

tipologi research gap yang dikemukakan Miles, (2017), Penelitian ini mengisi conceptual 

gap dengan menyatukan bukti empiris berbasis kinerja (EBP) dengan metode 

strukturisasi masalah kebijakan (problem structuring). Kebaruan penelitian ini terletak 

pada transformasinya terhadap data administratif pemerintah (LKIP) menjadi basis 

kausalitas ilmiah menggunakan instrumen Problem Tree dan 5 Whys. Dengan ini, 

penelitian ini tidak hanya melaporkan penurunan hasil tangkap, tetapi secara sistematis 

mengupas mengapa target kebijakan tersebut gagal dicapai dalam kerangka tata kelola 

publik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah inti, akar penyebab, dan dampak penurunan hasil tangkap ikan di Kabupaten 

Pangandaran sebagai dasar analitis bagi perbaikan tata kelola sektor perikanan tangkap di 

tingkat daerah. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2018), dengan fokus 

pada analisis kebijakan publik pada tahap identifikasi dan penstrukturan masalah 

(problem identification and problem structuring). Pendekatan ini dipilih karena 

permasalahan penurunan hasil tangkap ikan tidak dipahami sebagai hubungan variabel 

yang bersifat linier, melainkan sebagai persoalan kebijakan yang terbentuk melalui 

interaksi kompleks antara faktor kelembagaan, kebijakan, sosial, dan ekonomi. Metode 

utama yang digunakan adalah Problem Tree Analysis, yang berfungsi sebagai teknik 

analisis hierarkis untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara masalah inti, 

penyebab, dan dampaknya secara sistematis. Metode ini relevan untuk menganalisis 

persoalan kebijakan yang bersifat ambigu dan multidimensional, serta telah digunakan 

dalam penelitian kebijakan publik untuk mengungkap struktur kausalitas permasalahan 

ini (Absimetov et al., 2025; Veselý, 2008; William N. Dunn, 2018). 

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi dokumen 

resmi pemerintah daerah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sektor 

kelautan dan perikanan, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang terindeks 

SINTA dan Scopus. Data dari LKIP digunakan untuk mengidentifikasi capaian kinerja, 

kesenjangan target, dan indikasi masalah kebijakan, sementara literatur ilmiah berfungsi 

untuk memperkaya kerangka konseptual dan memperkuat interpretasi kausal. Dalam 

proses analisis, Problem Tree Analysis dilengkapi dengan teknik 5 Whys Analysis untuk 

memperdalam penelusuran sebab pada setiap cabang masalah. Teknik ini digunakan 
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secara reflektif untuk menelusuri mekanisme kausal secara bertahap, merujuk pada 

prinsip yang dikembangkan dalam Toyota Production System (Ohno, 1988 dalam Card, 

2017)namun tidak dimaksudkan untuk mencari satu akar penyebab tunggal, melainkan 

untuk memperkaya pemahaman kausal dalam kerangka masalah yang bersifat sistemik 

(Absimetov et al., 2025; Card, 2017). 

Lokus penelitian ini secara definitif berkedudukan di Kabupaten Pangandaran 

sebagai basis data empiris, dengan fokus pada anomali rendahnya realisasi produksi 

perikanan tangkap yang hanya mencapai 57,16% pada tahun 2021. Meskipun penelitian 

ini merujuk pada literatur nasional dan internasional mengenai manajemen perikanan dan 

tata kelola sumber daya (misalnya praktik di Norwegia atau Filipina), temuan-temuan 

tersebut diposisikan secara metodologis sebagai kerangka logika (logical framework) 

untuk menjelaskan mekanisme kausalitas, dan bukan untuk mengklaim bahwa fenomena 

di konteks lain terjadi secara identik di Pangandaran. Data sekunder dari LKIP tetap 

menjadi jangkar utama fakta lapangan, sementara perspektif kebijakan nasional dan 

global digunakan sebagai lensa analitis untuk membedah masalah lokal dalam ruang 

lingkup sistemik yang lebih luas. Uji validitas dilakukan melalui triangulasi sumber, 

dengan membandingkan konsistensi temuan antara dokumen pemerintah dan literatur 

ilmiah, guna meningkatkan kredibilitas dan ketepatan analisis (Creswell, 2018). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Konstruksi Bukti Kebijakan: Analisis Kesenjangan Kinerja Sektor Perikanan 

Tangkap 

Penelitian ini mengawali analisis dengan melakukan konstruksi bukti terhadap 

dokumen formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran 

tahun 2021 melalui prosedur evidence appraisal. Dalam kerangka kebijakan berbasis 

bukti atau Evidence-Based Policy (Cairney & Oliver, 2017), data administratif tidak 

diposisikan sebagai tumpukan angka pasif, melainkan sebagai bukti primer (primary 

evidence) yang berfungsi sebagai instrumen diagnostik untuk memvalidasi efektivitas 

intervensi pemerintah. Analisis awal difokuskan pada perbandingan antara proyeksi 

teknokratis yang tertuang dalam target perencanaan dengan realitas produktivitas nelayan 

di lapangan. 

Tabel 1 menunjukkan adanya diskoneksi yang signifikan antara target produksi 

yang ditetapkan dengan kapasitas output riil sektor perikanan tangkap. Realisasi produksi 

yang hanya menyentuh angka 1.624,98 ton atau sekitar 57,16% dari target sebesar 2.843 

ton mengindikasikan adanya kesenjangan performa (performance gap) yang tajam 

sebesar 42,84%. 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Pangandaran 2021 

No 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2021 

Indikator 

Sasaran 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Predikat 

1. 

Jumlah 

Produksi 

Perikanan 

Tangkap 

Ton 2843 1.624,98 57,16 Kurang Berhasil 

Sumber: LKIP Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran, (2021)  

(Diolah peneliti, 2025) 

Tabel 1 menunjukkan capaian yang berada jauh di bawah ambang batas moderat 

tersebut memberikan justifikasi ilmiah bahwa terdapat hambatan sistemik dalam desain 

kebijakan perikanan tangkap di daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, angka ini 

merupakan indikator awal dari kegagalan kebijakan (policy failure) dalam mengonversi 

potensi sumber daya laut menjadi hasil produksi yang optimal. Kesenjangan ini tidak 

hanya bersifat sektoral pada angka produksi, tetapi merambat pada kontribusi makro 

ekonomi daerah yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Gambar 1 menunjukkan keterkaitan linier antara rendahnya volume produksi 

dengan minimnya kontribusi sektor terhadap struktur ekonomi daerah. Persentase 

kontribusi sektor perikanan yang hanya mencapai 2,01% menunjukkan kegagalan dalam 

melampaui ambang batas target pertumbuhan sebesar 2,20%. 

Gambar 1. Grafik Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LKIP Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran, (2021) 

Ketidakmampuan sektor perikanan untuk memenuhi target PDRB tersebut 

menegaskan bahwa kebijakan yang ada belum mampu menekan ketidakpastian 

(uncertainty) dalam sistem perikanan tangkap, baik dari sisi teknologi maupun akses 

pasar. Secara keseluruhan, temuan pada tahap penilaian bukti ini mengungkap adanya 

kontradiksi antara kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Kabupaten Pangandaran 
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dengan realitas kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan. Temuan ini memberikan sinyal 

kuat adanya ambiguitas dalam identifikasi masalah di tingkat otoritas, di mana bukti 

administratif menunjukkan bahwa intervensi pemerintah selama ini belum menyentuh 

variabel fundamental penyebab penurunan hasil tangkap. Oleh karena itu, bukti-bukti 

primer ini menuntut adanya strukturisasi masalah yang lebih mendalam melalui pemetaan 

kausalitas guna mengungkap akar penyebab yang selama ini terabaikan dalam siklus 

kebijakan daerah. 

Strukturisasi Masalah: Pemetaan Kausalitas melalui Problem Tree Analysis 

Tahap krusial setelah dilakukannya penilaian bukti (evidence appraisal) dalam 

siklus kebijakan adalah melakukan strukturisasi masalah (problem structuring). Dalam 

tradisi Evidence-Based Policy (EBP), strukturisasi masalah bukan sekadar aktivitas 

teknis, melainkan langkah strategis untuk mereduksi ambiguitas, tetapi yakni kondisi di 

mana terdapat berbagai interpretasi yang saling tumpang tindih mengenai penyebab 

kegagalan sebuah kebijakan (Cairney & Oliver, 2017). Tanpa strukturisasi yang matang, 

kebijakan publik berisiko terjebak dalam kesalahan tipe III (Type III error), yaitu 

merumuskan solusi yang tepat namun untuk identifikasi masalah yang salah (Dunn, 

2018). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan instrumen Problem Tree Analysis 

untuk mentransformasikan data administratif dari LKIP Pangandaran tahun 2021 menjadi 

sebuah arsitektur kausalitas yang sistemik. Visualisasi ini memungkinkan analisis untuk 

bergerak melampaui statistik angka menuju pemahaman tentang bagaimana variabel-

variabel teknis, ekonomi, dan institusional saling berkelindan dalam menciptakan 

inefisiensi sektor perikanan. Struktur komprehensif dari permasalahan penurunan hasil 

tangkap ikan tersebut disajikan secara eksplisit dalam Gambar 2 berikut. 

Gambar 2. Visualisasi Pohon Masalah (Problem Tree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (LKIP Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran, 2021; 

Apriliani et al., 2018; Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2021; D. Budiyanto, 2018; Nurhayati, 

2012) 
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(Diolah peneliti, 2025) 

Gambar 2 merupakan sebuah model representatif dari kompleksitas tata kelola 

perikanan di Pangandaran. Secara kritis, pohon masalah ini mengilustrasikan sebuah 

sistem yang saling mengunci (interlocking system), di mana setiap simpul (kotak) 

mewakili klaim yang didukung oleh data primer LKIP maupun observasi lapangan yang 

dilakukan verifikator lapangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. 

Pangandaran. Penempatan "Penurunan Hasil Tangkap" di pusat gravitasi diagram 

menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah emergent property, sebuah hasil akhir dari 

kegagalan multifaktor yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu intervensi tunggal. 

Visualisasi ini menegaskan bahwa terdapat hirarki kausalitas yang bergerak dari akar 

teknis (teknologi dan armada) menuju kegagalan institusional (pengawasan dan regulasi), 

hingga akhirnya bermanifestasi pada krisis ekonomi dan ekologi. Dengan memahami 

arsitektur masalah ini, kita beralih dari sekadar melihat "gejala" berupa angka 57,16% 

menuju identifikasi mekanisme sistemik yang menyebabkan angka tersebut menetap 

sebagai sebuah anomali kinerja. 

Anatomi Masalah Inti dalam Sektor Perikanan 

Masalah inti dalam analisis ini adalah rendahnya realisasi produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Pangandaran yang hanya mencapai 1.624,98 ton atau 57,16% dari 

target 2.843 ton (LKIP DKPKP, 2021). Selisih sebesar 42,84% ini merupakan indikator 

hambatan sistemik dan kegagalan perencanaan kebijakan dalam memetakan tantangan 

nyata di lapangan. Salah satu akar masalah utama adalah rendahnya adopsi teknologi 

penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan akibat dominasi nelayan kecil 

dengan peralatan tradisional. Meskipun inovasi seperti sistem motorisasi hybrid atau 

panel surya (photovoltaic) terbukti meningkatkan efisiensi, akses nelayan lokal tetap 

terbatas oleh tingginya biaya investasi dan minimnya suku cadang (Nugraha et al., 2023). 

Kondisi ini menciptakan jebakan produktivitas rendah, di mana keterbatasan finansial 

memaksa nelayan bertahan dengan metode konvensional yang tidak kompetitif (Hwang 

et al., 2022; Notohamijoyo et al., 2020). 

Keterbatasan teknologi semakin diperparah oleh kebijakan subsidi yang belum 

berpihak pada nelayan kecil, di mana secara global kelompok ini hanya menerima sekitar 

16% dari total dukungan finansial pemerintah (Schuhbauer et al., 2017). Di Pangandaran, 

ketimpangan ini menghambat akses nelayan terhadap alat navigasi modern dan sistem 

rantai dingin (cold chain), ditambah rendahnya literasi teknologi akibat kurangnya 

pelatihan berkelanjutan (Windmon et al., 2019). Kondisi tersebut meningkatkan 

kerentanan nelayan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan iklim. Di sisi lain, lemahnya 

pengawasan akibat keterbatasan sumber daya operasional dan personil menjadi akar 

masalah krusial lainnya (LKIP DKPKP, 2021). Anggaran pengawasan yang terbatas 

menyebabkan patroli hanya dilakukan secara sporadis, sehingga kontrol terhadap 
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kepatuhan regulasi di wilayah pesisir menjadi tidak optimal (LKIP DKPKP, 2021; 

Prastica et al., 2024). 

Minimnya pengawasan intensif memicu maraknya praktik Illegal, Unreported, 

and Unregulated (IUU) Fishing di pesisir Pangandaran. Rendahnya penggunaan 

teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring Systems (VMS) atau Remote Electronic 

Monitoring (REM) menyulitkan deteksi aktivitas tangkap ilegal, yang berujung pada 

eksploitasi stok ikan tak terkendali (Bartholomew et al., 2018; Exeter et al., 2021). 

Dampaknya, selain penurunan hasil tangkapan nelayan lokal, terjadi kerusakan permanen 

pada ekosistem terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap destruktif (Gilman et al., 

2019; Lunn & Dearden, 2006). Secara teknis, masalah ini diperburuk oleh dominasi 

armada kapal di bawah 5 GT yang mencapai lebih dari 80%, sehingga membatasi daya 

jelajah nelayan pada perairan dangkal yang stok ikannya kian menipis (D. Budiyanto, 

2018; LKIP DKPKP, 2021). Kondisi ini kian sulit karena infrastruktur pelabuhan belum 

memenuhi standar modern, seperti adanya pendangkalan serta ketiadaan charging 

stations atau sistem logistik terintegrasi yang menghambat efisiensi operasional (Eirill et 

al., 2023; Nugraha et al., 2023). 

Akar masalah keempat dan kelimat yaitu terkait hambatan teknis dan institusional 

yang telah diuraikan sebelumnya berakar pada masalah fundamental berupa asimetri 

prioritas anggaran daerah. Data menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi sektor 

perikanan terhadap PDRB yang hanya sebesar 2,01% telah menciptakan persepsi bahwa 

sektor ini kurang strategis secara ekonomis dibandingkan sektor pembangunan fisik 

lainnya. Hal ini terkonfirmasi dari postur anggaran pemerintah daerah yang lebih 

memprioritaskan alokasi dana untuk infrastruktur umum, dengan nilai mencapai Rp 

782.656.618, dibandingkan investasi spesifik untuk revitalisasi infrastruktur perikanan 

(LKIP DKPKP, 2021). Kondisi ini menciptakan policy vicious cycle: minimnya anggaran 

menyebabkan fasilitas perikanan stagnan, yang berujung pada rendahnya produktivitas 

dan kontribusi ekonomi, sehingga pada tahun anggaran berikutnya sektor ini kembali 

tidak menjadi prioritas utama. Ketidakberpihakan fiskal ini menjadi tembok penghalang 

terbesar bagi upaya modernisasi armada maupun penguatan pengawasan di Pangandaran. 

Pembahasan Penelitian 

Keadaan stagnasi akibat asimetri prioritas anggaran yang telah diuraikan 

sebelumnya tidak hanya berhenti sebagai persoalan administratif, melainkan secara 

sistemik melahirkan konsekuensi nyata di lapangan. Pembahasan penelitian ini akan 

berfokus pada pembahasan dampak langsung dan tidak langsung yang diakibatkan oleh 

buruknya tata kelola sektor perikanan di Pangandaran. Dampak langsung mencakup: (1) 

penurunan produktivitas nelayan, (2) kerugian ekonomi yang signifikan sebesar 57,16% 

akibat penurunan stok ikan, dan (3) efisiensi operasional sektor perikanan yang terus 

menurun. Sementara itu, dampak tidak langsung terdiri dari: (1) ketimpangan sosial yang 
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semakin parah dan (2) kerusakan ekosistem laut akibat overfishing, (3) Siklus Pengabaian 

Kebijakan. 

Seluruh dampak ini merupakan hasil analisis dari temuan dan literatur penelitian 

terdahulu yang telah dibahas dalam dimensi-dimensi sebelumnya, seperti keterbatasan 

teknologi, kurangnya pengawasan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Dengan 

mengaitkan dampak-dampak ini pada akar masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

pembahasan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efek berkelanjutan dari 

permasalahan struktural dalam sektor perikanan. 

Penurunan produktivitas nelayan menjadi salah satu dampak langsung paling 

signifikan dari buruknya tata kelola sektor perikanan. Minimnya akses terhadap teknologi 

modern seperti sistem navigasi berbasis GPS dan perangkat pencarian ikan, yang 

disebabkan oleh mahalnya biaya dan kurangnya subsidi pemerintah, telah membatasi 

kemampuan nelayan kecil untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka (Eirill et al., 

2023; Nugraha et al., 2023). Selain itu, dominasi armada kapal kecil (<5 GT) yang hanya 

mampu menjangkau perairan dangkal semakin memperburuk situasi, terutama karena 

stok ikan di wilayah pesisir terus menurun akibat overfishing dan degradasi ekosistem 

(Budiyanto, 2018; LKIP DKPKP, 2021). Rendahnya produktivitas ini tidak hanya 

menekan pendapatan nelayan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang tinggi 

terhadap pihak tengkulak sebagai perantara pasar. 

Kerugian ekonomi yang signifikan menjadi dampak langsung lainnya dari 

penurunan stok ikan di Pangandaran. Berdasarkan laporan (LKIP DKPKP, 2021), 

produksi ikan hanya mencapai 1.624,98 ton, atau 57,16% dari target yang ditetapkan 

sebesar 2.843 ton, mengakibatkan penurunan kontribusi sektor perikanan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melihat ini, interpretasi peneliti meyakini 

rendahnya angka kontribusi ini berimplikasi pada minimnya prioritas kebijakan dan 

alokasi anggaran bagi sektor perikanan, sehingga upaya pemulihan produktivitas 

seringkali terabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Faktor ini diperburuk 

oleh efisiensi operasional yang rendah, di mana kapal kecil tidak mampu memanfaatkan 

wilayah tangkap yang lebih produktif, sementara infrastruktur pelabuhan yang tidak 

memadai menghambat pengelolaan hasil tangkapan secara optimal (D. Budiyanto, 2018; 

Nugraha et al., 2023). Dampak ini tidak hanya merugikan pendapatan individu nelayan, 

tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi regional yang mengancam keberlanjutan 

sektor perikanan sebagai pilar utama ekonomi lokal. 

Efisiensi operasional sektor perikanan di Pangandaran mengalami penurunan 

signifikan akibat berbagai hambatan struktural. Armada kapal kecil yang mendominasi 

sektor ini tidak hanya terbatas dalam kapasitas tangkap, tetapi juga tidak dilengkapi 

dengan teknologi pendukung seperti sistem pendingin dan alat navigasi modern, yang 

penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan efisiensi waktu operasional (Eirill et 
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al., 2023; Nugraha et al., 2023). Selain itu, pelabuhan perikanan yang tidak memenuhi 

standar, seperti kurangnya fasilitas bongkar muat dan pendangkalan kolam pelabuhan, 

menambah hambatan logistik yang memperlambat distribusi hasil tangkapan (Budiyanto, 

2018; LKIP DKPKP, 2021). Akibatnya, sektor ini kehilangan daya saing di pasar lokal 

maupun nasional, dan nelayan kecil terus berada dalam posisi yang kurang 

menguntungkan dalam rantai nilai ekonomi perikanan. 

Ketimpangan sosial menjadi salah satu dampak tidak langsung dari buruknya 

pengelolaan sektor perikanan di Pangandaran. Nelayan kecil, yang sebagian besar 

bergantung pada armada tradisional dengan teknologi minim, menghadapi tekanan 

ekonomi yang lebih besar dibandingkan pelaku perikanan skala besar yang memiliki 

akses ke teknologi canggih dan wilayah tangkap yang lebih luas (Eirill et al., 2023; 

Nugraha et al., 2023). Ketimpangan ini semakin diperparah oleh ketergantungan nelayan 

kecil terhadap tengkulak, yang sering kali membeli hasil tangkapan dengan harga rendah, 

sehingga membatasi pendapatan mereka (Budiyanto, 2018; LKIP DKPKP, 2021). 

Sementara itu, pelabuhan yang tidak memenuhi standar dan minimnya dukungan 

kebijakan afirmatif terhadap nelayan kecil semakin memperluas kesenjangan ekonomi 

dan sosial di komunitas pesisir. 

Kerusakan ekosistem laut merupakan dampak tidak langsung yang semakin 

mengancam keberlanjutan sektor perikanan di Pangandaran. Overfishing, yang dipicu 

oleh tekanan ekonomi pada nelayan kecil dan kurangnya pengawasan efektif, telah 

menyebabkan penurunan drastis stok ikan di perairan pesisir (LKIP DKPKP, 2021; Eirill 

et al., 2023). Praktik perikanan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap 

destruktif, tidak hanya merusak habitat ikan seperti terumbu karang dan padang lamun, 

tetapi juga mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan (Budiyanto, 2018). Degradasi 

ini berdampak jangka panjang, memperburuk produktivitas sektor perikanan dan 

mempersulit upaya pemulihan ekosistem di masa depan. Tanpa intervensi yang tepat, 

kondisi ini berisiko membawa konsekuensi ekologis dan ekonomi yang semakin besar. 

Berikut adalah tabel yang merangkum literatur yang membahas dampak langsung 

dan tidak langsung dari permasalahan pengelolaan sektor perikanan di Pangandaran: 

Tabel 2. Dampak Langsung & Tidak Langsung dari Berbagai Literatur 

No Literatur Dampak Langsung Dampak Tidak Langsung 

1 (Eirill et al., 

2023) 
Penurunan produktivitas nelayan 

Kerusakan ekosistem laut akibat 

overfishing 

2 (Nugraha et al., 

2023) 

Efisiensi operasional sektor 

perikanan menurun 
Ketimpangan sosial semakin parah 

3 
(LKIP DKPKP, 

2021) 

Rendahnya realisasi target 

produksi (hanya 57,16%) yang 

memicu defisit ekonomi 

Justifikasi rendahnya prioritas 

anggaran akibat kontribusi PDRB 

yang minim (2,01%) 

4 (D. Budiyanto, 

2018) 

Kapal kecil mendominasi, 

efisiensi rendah 

Tekanan ekonomi memperburuk 

ketimpangan sosial 
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5 (Bartholomew et 

al., 2018) 
Rendahnya daya saing pasar 

Hilangnya habitat terumbu karang 

akibat alat tangkap destruktif 

6 (Gilman et al., 

2019) 
Efisiensi logistik rendah 

Eksploitasi berlebih memperburuk 

stok ikan 

Sumber: (Bartholomew et al., 2018; D. Budiyanto, 2018; LKIP DKPKP, 2021; Eirill et al., 2023; 

Gilman et al., 2019; Nugraha et al., 2023) 

Tabel ini mencerminkan keterkaitan antara dampak langsung dan tidak langsung 

yang telah dianalisis dalam dimensi-dimensi sebelumnya. Data dalam Tabel 1 juga 

menunjukkan bahwa permasalahan perikanan di Pangandaran merupakan sebuah 

fenomena kerusakan sistemik yang saling berkaitan. Kegagalan mencapai target 

produksi, di mana realisasi hanya menyentuh angka 57,16% atau 1.624,98 ton dari target 

2.843 ton, telah menciptakan dampak ekonomi langsung yang signifikan. Kondisi ini 

menyebabkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terjebak di angka 2,01%, yang 

secara tidak langsung memberikan pembenaran bagi pemerintah untuk tetap 

memprioritaskan anggaran pada sektor infrastruktur umum sebesar Rp 782.656.618 

daripada melakukan investasi pada modernisasi perikanan. 

Ketimpangan alokasi ini memperpanjang ketergantungan nelayan pada armada 

kapal kecil (<5 GT) yang tidak efisien, yang pada akhirnya memaksa mereka melakukan 

eksploitasi berlebih (overfishing) di wilayah pesisir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Dampak berantainya tidak hanya merusak habitat laut secara ekologis, tetapi juga 

mengunci komunitas nelayan dalam jebakan kemiskinan dan ketergantungan pada pihak 

perantara atau tengkulak. Dengan demikian, tabel ini membuktikan bahwa tanpa 

reformasi tata kelola dan keberpihakan anggaran, sektor perikanan Pangandaran akan 

terus berada dalam siklus stagnasi yang mengancam keberlanjutan ekonomi biru di masa 

depan. 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya realisasi produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Pangandaran, yang hanya mencapai 57,16% pada tahun 2021, 

bukan sekadar persoalan teknis produksi, melainkan merupakan manifestasi dari masalah 

kebijakan yang bersifat sistemik. Melalui pendekatan problem structuring berbasis 

Problem Tree Analysis dan pendalaman kausal menggunakan 5 Whys, penelitian ini 

berhasil mengidentifikasi bahwa penurunan hasil tangkap merupakan emergent outcome 

dari interaksi berlapis antara keterbatasan teknologi dan armada nelayan kecil, lemahnya 

pengawasan perikanan, infrastruktur pelabuhan yang tidak memadai, serta asimetri 

prioritas anggaran daerah yang secara tidak langsung menempatkan sektor perikanan 

sebagai sektor non-strategis. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan mencapai target 

kebijakan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan melalui struktur 

kausal yang saling mengunci, sehingga intervensi kebijakan yang bersifat parsial berisiko 

memperpanjang stagnasi sektor perikanan tangkap di Pangandaran. 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya 

pergeseran pendekatan kebijakan dari respons sektoral menuju reformasi tata kelola yang 

lebih sistemik, khususnya melalui penajaman identifikasi masalah sebagai dasar 

perumusan kebijakan. Pemerintah daerah disarankan untuk menggunakan analisis kausal 

berbasis bukti kinerja (LKIP) sebagai instrumen awal dalam merancang intervensi yang 

lebih tepat sasaran, termasuk penataan ulang prioritas anggaran, penguatan kapasitas 

pengawasan, dan dukungan afirmatif terhadap modernisasi armada nelayan kecil. Namun 

demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bertumpu pada data 

sekunder dan belum melibatkan data primer berupa wawancara atau observasi langsung 

terhadap aktor kebijakan dan nelayan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mengombinasikan pendekatan problem structuring dengan data primer guna 

memperdalam validasi kausalitas, serta menguji bagaimana struktur masalah yang telah 

diidentifikasi ini memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perikanan di tingkat 

lokal maupun regional. 
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